


Diawali dengan Hasil Studi Tim OJK 

Tahun 2007 yang merekomendasikan 

pembentukan Dana Proteksi Pemodal 

dalam industri pasar modal Indonesia 

sebagai bentuk amanat UU No. 8 Tahun 

1995, Tentang Pasar Modal, Pasal 4 

P e m b i n a a n ,  p e n g a t u r a n ,  d a n 

pengawasan Pasar Modal dilakukan 

oleh OJK guna melindungi kepentingan 

SEJARAH PEMBENTUKAN INDONESIA SIPF 
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

Berkaca dari kejadian kehilangan Aset Pemodal 
yang di t i t ipkan di  kustodian saat  proses 
penyimpanan Efek maupun Dana Pemodal, maka 
perlindungan terhadap Aset Pemodal yang 
dititipkan di kustodian menjadi penting untuk 
meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan 
Pemodal, serta diharapkan adanya perlindungan 
tersebut dapat menarik masyarakat (calon 
Pemodal) untuk berinvestasi di pasar modal.
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Investor Efek Indonesia (P3IEI), maka 
P3IEI atau yang dikenal juga dengan 
Indonesia Securities Investor Protection 
Fund (Indonesia SIPF) secara resmi 
menjadi Perusahaan yang memiliki 
kewenangan sebagai Penyelenggara 
Dana Perlindungan Pemodal.
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� 11 September 2013

Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) 

kepada Indonesia SIPF yang memiliki kewenangan sebagai PDPP 

berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

nomor: Kep 43/D.04/2013 .

� 23 Desember 2013

Peresmian Indonesia SIPF oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif 

Pengawas Pasar Modal OJK.

� 28 Desember 2013

Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan 

Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan 

Pemodal.

� 1 Januari 2014

Indonesia SIPF mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP. 

Bergabungnya Perantara Pedagang Efek (PPE) sebagai Anggota DPP 

dengan cakupan perlindungan terhadap saham yang dimiliki oleh 

Pemodal.

� 10 Agustus 2015

Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. 46/D.04/2015 

tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan 

Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal 

dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi 

ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 

300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.

� 1 Januari 2016

Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan 

perlindungan berupa Efek dan Dana.

� 2 Desember 2016

Konvensi peraturan Bapepam - LK terkait DPP & PDPP menjadi peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana 

Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang 

Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

� 28 Desember 2016

Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 

10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari 

pendapatan bersih hasil investasi.
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mendukung OJK dan SRO dalam 

menciptakan pasar modal yang 

aman dan efisien.

RE - RELIABLE (DAPAT DIANDALKAN)

Indonesia SIPF akan selalu bertindak 

dengan penuh tanggung jawab dan 

transparan sebagai satu-satunya 

lembaga penyelenggara dana 

perlindungan bagi Pemodal di 

Indonesia yang dapat diandalkan 

oleh industri pasar modal di 

Indonesia.

iSECURE

i - INTEGRITY (INTEGRITAS)

Indonesia SIPF selalu memegang 

integritas dengan bersikap teguh dan 

konsisten terhadap komitmen dan 

kode etik yang ada dalam melindungi 

aset yang dimiliki para Pemodal, 

sehingga dapat memberikan rasa 

aman dan nyaman bagi mereka.

SE - SERVICE EXCELLENCE 

(PELAYANAN TERBAIK)

Selalu memberikan pelayanan yang 

lebih dari terbaik sehingga para 

Pemodal maupun stakeholder 

(pemangku kepentingan) lainnya 

merasa memiliki rekan yang handal 

dan terpercaya dalam proses 

berinvestasi.

CU - CUSTOMER FOCUS (FOKUS 

PADA PELANGGAN)

Indonesia SIPF selalu menjadikan 

kebutuhan para pelanggan 

(stakeholder) sebagai prioritas, 

dengan memberikan perlindungan 

optimal bagi Pemodal serta 

NILAI PERUSAHAAN
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1.  
Menatausahakan dan mengelola DPP di Pasar Modal Indonesia

2. 
Melakukan Investasi atas DPP di Pasar Modal Indonesia

3. 
Menerima Tambahan Dana dan/atau Memungut Biaya terkait perlindungan 

pemodal di Pasar Modal Indonesia

4. 
Melakukan Pemeriksaan, Verifikasi, Membuat Analisa

5. 
Untuk melakukan pembayaran dan tindakan lainnya terkait klaim yang dilakukan 

oleh Pemodal

6. 
Melakukan recovery DPP yang dikeluarkan untuk pembayaran klaim, termasuk  

namun tidak terbatas pada ikut serta proses hukum yang ada

7. 
Melakukan segala kegiatan pendukung lainnya yang berkaitan dengan 

perlindungan Pemodal

TUGAS DAN FUNGSI PERAN 
INDONESIA SIPF DALAM 

PENGELOLAAN DPP
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Indonesia SIPF akan mengganti aset yang 
hilang maksimal sebesar Rp 100 juta per 

Pemodal atau Rp 50 Miliar per Kustodian pada 
PPE dan BK yang telah menjadi Anggota DPP



Apakah ada biaya tambahan untuk mendapatkan perlindungan dari 
Indonesia SIPF?

Tidak ada pungutan biaya apapun atas perlindungan aset yang disimpan di PPE 

atau BK. Dengan catatan, setiap PPE dan BK telah menjadi anggota DPP dengan 

membayar iuran tahunan kepada Indonesia SIPF.

“Pastikan Aset Anda di Pasar Modal Indonesia terlindungi dari kehilangan akibat 

penyalahgunaan (fraud) Aset”

Bagaimana Aset saya bisa hilang?  

Dalam berinvestasi di pasar modal, seorang Pemodal melakukan pembelian Efek 

melalui perantara (broker) baik PPE maupun BK yang memiliki otoritas hukum penuh 

atas Aset yang dimiliki oleh Pemodal tersebut. Perantara mengadministrasikan dan 

menyimpan Aset Anda di bawah kekuasaannya secara langsung, baik melakukan 

pengelolaan maupun pemindahbukuan. Hal tersebut dapat dilakukan atas 

sepengetahuan Pemodal maupun tanpa sepengetahuan  Pemodal. Sehingga 

masih terdapat kemungkinan hilangnya Aset pemodal akibat penyalahgunaan dari 

perantara Anda.

Apa yang harus saya lakukan untuk meminimalisir kehilangan Aset? 

1. Pastikan Anda telah berinvestasi di perantara (broker) baik PPE maupun BK yang  

merupakan Anggota DPP kepada perantara Anda, baik secara tertulis (e-mail, 

sms, pesan teks. 

Frequently 
Asked Questions

(FAQ)
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